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KAJIAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun2O24 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.
1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan

Transaksi Elektronik:
Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik,
dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik:
"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan
Teknologi lnformasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang
mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum
di dalam dan di luar pengadilan.
"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi lnformasi dan
Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan
harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain
dalam pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Transaksi Elektronik.
"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam
melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan
kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas
pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus
pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.



2) Pasal 5 ayat (1) s.d ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik:
(1) lnformasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) lnformasi Elekkonik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang

berlaku di lndonesia.
(3) lnformasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah

apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berlaku dalam
hal diatur lain dalam Undang-Undang.

3) Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi

dan Transaksi Elektronik:
Setiap Orang dengan sengaia menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk lnformasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik.

Penjelasan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 lenlang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik:
Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik
adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau
harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk
menista dan/ atau memfitnah.

4) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi Elekkonik:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendiskibusikan dan/atau
mentransmisikan lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan,
etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
atau disabilitas fisik.
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5) Pasal 45 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 fahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik:
(4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau

nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan
maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk lnformasi
EleKronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimakaud pada ayat (4) merupakan
tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan
korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh
badan hukum.

6) Pasal 45A ayal (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor'l 1 Tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik:
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan lnformasi Elekronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan,
etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kesimpulan :

a. Penggunaan media sosial sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi
harus memperhatikan asas kehati-hatian dan asas itikad baik, sehingga
penggunaan media sosial harus memperhatikan potensi yang merugikan pihak
lain.

b. Ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor '1 1 Tahun 2008 tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik, jelas mengatur terkait :

1) seseorang dengan sengaja;
2) menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3) dengan cara menuduhkan suatu hal;
4) dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum;
5) dalam bentuk informasi elektronik;
6) Dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
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c. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1Tahun2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, merupakan tindak pidana aduan
yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena
tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

n1uk,24 November 2025

Bagian Hukum,

Sutrisno, S.H.,

Pembina Ting
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